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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penerapan self Assessment
system untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara  garis besar dapat

disimpulkan sebagai Berikut:

1. self assessment system tidak begalan dengan baik karena dari 5
UMKM vyang diteliti hanya terdapat | UMKM yang hampir di katakan
patuh terhadap pajak tetapi penulis menganggap bahwa UMKM ini
tidak patuh kerena penulis mendapatkan bahwa UMKM ini terlambat
dalam hal melapor SPT.

2. Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa Self’
Assesment System tidak membuat Wajib Pajak UMKM menjadi patuh
dalam hal membayar Pajak.

3. Dari § UMKM yang diteliti oleh penulis, Hanya satu UMKM yang

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

dapat membuktikan bahwa dia mengerti tentang PP (Peraturan
Pemerintah) No 46.

4. SelfAssessment System dapat membuat WP (Wajib Pgak) melakukan
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kecurangan pajak dalam hal menghitung dan membayar pajaknya.
5. Penyuluhan pajak mengenai self assessment System kurang diketahui

oleh publik karenakan penulis mendapatkan informasi salah seorang

pemilik UMKM yang kurang mengerti tentang perpajakan.
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5.2 Saran

Dalam hal pengembangan penerapan self assessment system yang lebih

baik lagi penulis memberikan saran sebagai berikut :

. Sosialisasi mengenai modemisasi sistem pemungutan pajak yaitu self
assessment system diharapkan semakin ditingkatkan lagi oleh pemerintah
pada kantor pajak, bisa mengadakan penyuluhan secara insentifbagi usaha
mikro yang tidak terjangkau.

2. Sosialisasi untuk penertiban NPWP harus terus dilakukan oleh pihak pajak
agar wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar pajak karena lebih
mudah membayar pajakjika mempunyai NPWP.

3. Pihak pajak harus terus mengupdate peraturan perpajakannya yang baru
agar banyak wajib pgjak yang mengetahui peraturan:peraturan baru yang
telah dibuat oleh Dirgen Pajak.

4. Kepada wajib pajak khususnya wajib pajak usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) hendaknya lebih membuka wawasan dan merubah
pola pikir bahwa pembayaran pajak akan lebih mudah jika mengkuti

semua aturan yang berlaku.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Penerapan Self Assessment Untuk menilai Kepatuhan Wajib pajak UMKM dalam
Pembayaran Dan pelaporan: pajak.

Nama UMKM:
Data di lapangan
No| Objek Pengendalian yang dikaji Ada Tidak Keterangan
Lisan Tertulis Ada

Mendaftarkan diri di Kantor
Pelayanan Pajak.

> Memiliki NPWP.

Menghitung Pajak
Terhutang

> Menghitung pajak terhutang
dengan menggunakan Peraturan
Pemerintah No 46.

Membayar Pajak terutang

> Sesuai dengan perhitungan
yang telah dilakukan yakni
menggunakan Peraturan
Pemerintah No 46

> Tepat waktu

> ada bukti dari pembayaran
berupa SSP

Melapor SPT

> Tepat waktu Yakni jika SPT
tahunan batas Pelaporan 3
bulan setelah akhir tahun pajak

> menunjukan bukti SPT







